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Fenomena golput (golongan putih) terus menjadi persoalan serius dalam praktik
demokrasi di Indonesia, terutama dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.
Tingginya angka golput tidak hanya mencerminkan rendahnya partisipasi politik
masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan hukum
golput itu sendiri. Meskipun hak memilih telah dijamin secara konstitusional dalam
Undang-Undang Dasar 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, posisi golput dalam kerangka hukum positif
Indonesia masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, golput dianggap sebagai ekspresi
kebebasan berpolitik yang sah, namun di sisi lain berpotensi melemahkan legitimasi
pemerintahan hasil pemilu dan menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan hak politik
warga negara dalam sistem demokrasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum; (2) bagaimana jaminan dan perlindungan hak politik menurut
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta implikasinya terhadap golput; dan (3)
bagaimana tinjauan golput dalam perspektif figh siyasah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan,
buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan
metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, hak memilih dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bersifat bebas, sukarela, dan tidak memaksa, tanpa
sanksi hukum bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kedua, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak politik melalui kewajiban negara untuk
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara, sehingga golput dapat
dipahami sebagai hak yang sah secara hukum. Namun apabila terjadi secara masif, golput
dapat menjadi indikator belum optimalnya pemenuhan kewajiban negara dalam mendorong
partisipasi politik yang bermakna. Ketiga, dalam perspektif figh siyasah, partisipasi politik
merupakan kewajiban sosial (fardhu kifayah) demi terwujudnya kemaslahatan umat.
Oleh karena itu, sikap golput yang dilakukan tanpa alasan yang syar'i dan dapat
dipertanggungjawabkan  dinilai  kurang sejalan dengan  prinsip-prinsip
kepemimpinan dan tanggung jawab kolektif dalam Islam.
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The phenomenon of abstention / the white movement (golput) continues to be a
serious issue in the practice of democracy in Indonesia, particularly during every general
election. The high rate of golput not only reflects low levels of public political participation
but also raises fundamental questions regarding the legal status of golput itself. Although
the right to vote is constitutionally guaranteed under the 1945 Constitution and further
regulated in Law No. 39 of 1999 on Human Rights, the legal status of golput within
Indonesia’s positive legal framework remains a subject of debate. While golput is
considered a legitimate expression of political freedom, however, it has the potential to
undermine the legitimacy of the government resulting from elections and diminish the
overall quality of democracy.

The reseach questions in this study are; (1) how are citizens’ political rights
regulated within indonesia’s democratic system under law No. 7 of 2017 on general
elections? (2) how are citizens’ political rights guaranteed and protected under law No. 39
of 1999 on Human rights, and what are the implications for the phenomenon of golput? (3)
how is the phenomenon of golput viewed from the perspective of political rights and
obligations in figh siyasah?

This study employs a normative legal approach using library research. Data sources
were obtained from legislation, books, academic journals, and relevant official documents,
which were then analyzed using descriptive-analytical methods to achieve a comprehensive
and systematic understanding.

The results of the study reveal three main findings. First, the right to vote under Law
No. 7 of 2017 is free, voluntary, and non-coercive, with no legal sanctions for citizens who
do not exercise their right to vote. Second, Law No. 39 of 1999 guarantees political rights
through the state’s obligation to respect, protect, and fulfill citizens’ rights; thus, golput can
be understood as a legally valid right. However, if it occurs on a massive scale, golput may
serve as an indicator that the state has not yet optimally fulfilled its obligation to promote
meaningful political participation. Third, from the perspective of figh siyasah, political
participation is a social obligation (fardhu kifayah) for the realization of the public interest.
Therefore, abstaining from voting without a valid religious justification and without
accountability is considered inconsistent with the principles of leadership and collective
responsibility in Islam.
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